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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, p

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang .Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW

Menetapkan

dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan
pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula sebesar Rpl1.037.154.959.075,00 (satu
triliun tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta sembilan
ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) berkurang
Rp1.570.712.472,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus
dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi
Rp1.035.584.246.603,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus
delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus
tiga rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
semula sebesar Rp43.440.085.793,00 (empat puluh tiga miliar empat
ratus empat puluh juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan
puluh tiga rupiah) bertambah Rp5.798.882.914,00 (lima miliar tujuh
ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua
ribu sembilan ratus empat belas rupiah) menjadi
Rp49.238.968.707,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga
puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
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c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
sebesar Rp30.204.053.793,00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta
lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah)
bertambah Rp3.632.803.300,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua
juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) menjadi
Rp33.836.857.093 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh
enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga
rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula
Rp7.856.032.000,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta
tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp496.557.525,00 (empat
ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima
ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp8.352.589.525,00 (delapan
miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula sebesar Rp2.180.000.000,00
(dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah) berkurang
Rp283,979.386,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus
tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
menjadi Rp1.896.020.614,00 (satu miliar delapan ratus sembilan
puluh enam juta dua puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar
dua ratus juta rupiah) bertambah Rpl1.953.501.475,00 (satu miliar
sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus
tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp5.153.501.475,00 (lima miliar
seratus lima puluh tiga juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh
puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
semula sebesar Rp974.686.120.732,00 (sembilan ratus tujuh puluh
empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh
ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang
Rp5.406.618.283,00 (lima miliar empat ratus enam juta enam ratus
delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi
Rp969.279.502.449,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar
dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus
empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antar daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a semula sebesar Rp946.959.664.820,00 (sembilan ratus empat
puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam
ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
berkurang Rp26.486.109.896,00 (dua puluh enam miliar empat ratus
delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu delapan ratus
sembilan puluh enam rupiah) menjadi Rp920.473.554.924,00
(sembilan ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta
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lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat
rupiah).

(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

(1)

(3)

(4)

semula sebesar Rp27.726.455.912,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh
ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus dua belas rupiah) bertambah Rp21.079.491.613,00
(dua puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus
sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) menjadi
Rp48.805.947.525,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus lima
juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh

lima rupiah).
Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ semula sebesar Rp19.028.752.550,00 (sembilan belas
miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima
ratus lima puluh rupiah) berkurang Rp1.962.977.103,00 (satu miliar
sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh
tujuh ribu seratus tiga rupiah) menjadi Rp17.065.775.447,00 (tujuh
belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu
empat ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. hibah;
b. dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar
Rp10.964.184.230,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh
empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh
rupiah) berkurang Rp657.386.420,00 (enam ratus lima puluh tujuh
juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh
rupiah) menjadi Rp10.306.797.810,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam
juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh
rupiah) .
Dana darurat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula
sebesar Rp8.064.568.320,00 (delapan miliar enam puluh empat juta
lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
berkurang Rp1.305.590.683,00 (satu miliar tiga ratus lima juta lima
ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
menjadi Rp6.758.977.637,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh
delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga

puluh tujuh rupiah).
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Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar
Rp1.065.203.253.357,00 (satu triliun enam puluh lima miliar dua ratus
tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh
rupiah) bertambah Rp32.387.443.436,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus
tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp1.097.590.696.793,00 (satu triliun
sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a semula sebesar Rp694.040.768.076,00 (enam ratus sembilan puluh
empat miliar empat puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu
tujuh puluh enam rupiah) bertambah Rp28.500.388.240,00 (dua
puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus delapan puluh delapan
ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp722.541.156.316,00
(tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta
seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang
terdiri atas:

. belanja pegawai;

. belanja barang dan jasa;

belanja hibah;

belanja bunga;

belanja subsidi; dan

belanja bantuan sosial.

mo A o

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
sebesar Rp410.722.487.584,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh
ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima
ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah Rp3.462.464.511,00
(tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus enam
puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah) menjadi
Rp414.184.952.095,00 (empat ratus empat belas miliar seratus
delapan puluh empatjuta sembilan ratus lima puluh dua ribu
sembilan puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
semula sebesar Rp260.451.490.342,00 (dua ratus enam puluh miliar
empat ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu
tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah Rp20.166.584.239,00
(dua puluh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus delapan
puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi
Rp280.618.074.581,00 (dua ratus delapan puluh miliar enam ratus
delapan belas juta tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh
satu rupiah).
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(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula

sebesar Rp15.611.002.460,00 (lima belas miliar enam ratus sebelas
juta dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) bertambah
Rp2.852.314.490,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta
tiga ratusempat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
menjadi Rp18.463.316.950,00 (delapan belas miliar empat ratus
enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima
puluh rupiah).

(5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula

(7)

(1)

(2)
(3)

(4)

sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
semula sebesar Rp7.255.787.690,00 (tujuh miliar dua ratus lima
puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus
sembilan puluh rupiah) bertambah Rp2.019.025.000,00 (dua miliar
sembilan belas juta dua puluh lima ribu rupiah) menjadi
Rp9.274.812.690,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh empat
juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b semula sebesar Rpl51.727.438.212,00 (seratus lima puluh satu
miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh
delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) bertambah
Rp8.414.406.697,00 (delapan miliar empat ratus empat belas juta
empat ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
menjadi Rp160.141.844.909,00 (seratus enam puluh miliar seratus
empat puluh satu juta empat ratus enam ribu enam ratus sembilan
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

belanja tanah;

. belanja peralatan dan mesin;

belanja bangunan dan gedung;

. belanja jalan, irigasi dan jaringan;

belanja aset tetap lainnya; dan

. belanja aset lainnya.

Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b semula sebesar Rp37.371.342.814,00 (tiga puluh tujuh miliar
tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus empat belas rupiah) bertambah Rp3.546.867.306,00
(tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam
puluh  tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) menjadi
Rp40.918.210.120,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan
belas juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ semula sebesar Rp56.654.266.198,00 (lima puluh enam
miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam
ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah
Rp3.222.947.973,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta
sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga rupiah) menjadi Rp59.877.214.171,00 (lima puluh sembilan
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miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas
ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

(5) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d semula sebesar Rp57.670.022.480,00 (lima puluh tujuh
miliar enam ratus tujuh puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus
delapan puluh rupiah) bertambah Rpl.675.648.138,00 (satu miliar
enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan
ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi
Rp59.345.670.618,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat
puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus delapan belas
rupiah).

(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e semula sebesesar Rp31.806.720,00 (tiga puluh satu juta delapan
ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang
Rp31.056.720,00 (tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
semula sebesesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ semula sebesar Rp8.011.506.506,00 (delapan miliar sebelas juta
lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah) berkurang
Rp2.839.804.235,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta
delapan ratus empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi
Rp5.171.702.271,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh
ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d semula sebesar Rp211.423.540.563,00 (dua ratus sebelas
miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu
lima ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang Rpl.687.547.266,00
(satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat
puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) menjadi
Rp209.735.993.297,00 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga
puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah) , yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
semula sebesar Rp3.906.492.266,00 (tiga miliar sembilan ratus enam
juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh
enam rupiah) bertambah Rp312.452.734,00 (tiga ratus dua belas juta
empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
menjadi Rp4.218.945.000,00 (empat miliar dua ratus delapan belas
juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b semula sebesar Rp207.517.048.297,00 (dua ratus tujuh miliar
lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp2.000.000.000,00 (dua
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miliar rupiah) menjadi Rp205.517.048.297,00 (dua ratus lima miliar
lima ratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh
miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat
ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah
Rp41.458.155.908,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima
puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus
delapan rupiah) menjadi Rp71.611.450.190,00 (tujuh puluh satu
miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh ribu seratus
sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a semula  sebesar
Rp30.153.294.282,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta
dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua
rupiah) bertambah Rp41.458.155.908,00 (empat puluh satu miliar
empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp71.611.450.190,00 (tujuh
puluh satu miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima puluh
ribu seratus sembilan puluh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
tidak mengalami perubahan.

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami
perubahan.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
tidak mengalami perubahan.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perutndang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

‘___.'———
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Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua miliar
seratus lima juta rupiah) bertambah Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp9.605.000.000,00 (sembilan
miliar enam ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembentukan dana cadangan;

d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
tidak mengalami perubahan.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b semula sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua miliar seratus lima juta
rupiah) bertambah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) menjadi Rp9.605.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus
lima juta rupiah).

(4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami
perubahan.

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami
perubahan.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan anggaran belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar
Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan
juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh
dua rupiah) berkurang Rp33.958.155.908,00 (tiga puluh tiga miliar
sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp62.006.450.190,00 (enam
puluh dua miliar enam juta empat ratus lima puluh ribu seratus
sembilan puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan semula sebesar
Rp28.048.294.282,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh delapan
juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh
dua rupiah) bertambah Rp33.958.155.908,00 (tiga puluh tiga miliar
sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus delapan rupiah) menjadi Rp62.006.450.190,00 (enam

puluh dua miliar enam juta empat ratus lima puluh ribu seratus
sembilan puluh rupiah).

'_—7—
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Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan APBD tahun anggaran 2022, atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang

bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.

Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang

diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
Lampiran Il yang memuat rincian perubahan APBD menurut
urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan
beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;

Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan
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standar pelayanan minimal;

g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana
pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan
perubahan APBD;

h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah
dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan

Rancangan perubahan APBD; dan

i. Lampiran IX yang memuat yang memuat sinkronisasi program

prioritas nasional dengan program prirotas Daerah.
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
2 1120 Oktober 2022

G MONGONDOW, f\

Diundangkan di Lolak

NOREG ¥YERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI
SULAWESI UTARA (4/W.11/2022),
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 04

ny— "
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

UMUM

Perubahan APBD merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja
Pemerintah Daerah. Proses penyusunan perubahan APBD diawali dengan kebijakan
umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati dan
disetujui bersama antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan Daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang
mengenai Keuangan Negara. Perubahan APBD menggambarkan kebutuhan fiskal Daerah
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik
urusan wajib yang terkait pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar maupun
urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai
tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
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